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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Pengelolaankeuangandaerahmerupakan sub-

sistemdarisistempengelolaankeuangannegaradanmerupakanelemenpokokdalam

penyelenggaraanPemerintahan Daerah.Pengelolaankeuangan yang

baikialahpengelolaan yang bisamengoptimalkanpotensi-

potensipembangunansuatudaerah, sehinggadapattercapai target-target

dalampeningkatankualitaspembangunan.Sebagaisalahsatubentukpertanggungja

wabandalampenyelenggaraanpemerintah yang diaturdalamUndang-

UndangNomor 09 Tahun 2015 tentangPemerintahan Daerah,

upayakonkrituntukmewujudkantransparansidana,akuntabilitaspengelolaankeuan

ganpemerintah,

baikpemerintahpusatmaupunpemerintahdaerahdenganmenyampaikanlaporanper

tanggungjawaban yang berupalaporankeuangan.

Laporankeuanganpemerintah yang dihasilkanharusmemenuhiprinsip-

prinsiptepatwaktudandisusunmengikutiStandarAkuntansiPemerintahan

(SAP).Laporankeuanganpemerintahkemudiandisampaikankepada DPR/DPRD

danmasyarakatumumsetelahdiauditolehBadanPemeriksaKeuangan

(BPK).AdapunkomponenlaporankeuanganpadaSatuanKerjaPerangkat Daerah

(SKPD) yang disampaikantersebut, meliputi(a) LaporanRealisasiAnggaran
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(LRA), (b) LaporanOperasional (LO), (c)Neraca, (d) LaporanPerubahanEkuitas

(LPE), (e)LaporanArusKas,(f)LaporanPerubahan SAL, (g)

CatatanAtasLaporanKeuanganTahunAnggaran,

Penyusunanlaporankeuangan yang

berpedomanpadaStandarAkuntansiPemerintahansesungguhnyaadalahupayadala

mrangkameningkatkankualitaslaporankeuangandaerah.Peraturanperundang-

undangan yang

memberikanbuktitentangbatasanwaktupenyampaianlaporankeuangan agar

pemerintahdaerahdapatlebihtepatwaktudalammenyajikanlaporankeuangannyaya

ituPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 yang

telahdisempurnakandenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun

2011 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah.

Tujuanpelaporankeuangansecaratepatwaktudiaturdalam PP No. 71

Tahun 2010.DenganditetapkannyaPeraturanPemerintahtersebut,

selainuntukmewujudkangood

governancejugamerupakanjawabanataspenantianadanyapedomanpenyusunanda

npenyajianlaporankeuanganpemerintahdaerah.Ketepatanwaktu (timelines)

merupakansalahsatufaktorpentingdalammenyajikansuatuinformasi yang

relevan.Relevanmenurut SFAC No. 2,jikamemilikinilaiprediksi,

nilaiumpanbalik,
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dantepatwaktu.Tepatwaktuberartiinformasikeuangantersebutdapatdigunakanpe

makainyadalammempengaruhisuatukeputusansebelumkehilangankapasitasnya.

Chamber dan Penman dalamKarimdan Ahmed (2005)

mendefinisikanketepatanwaktudalamduacarayaituketepatanwaktudidefinisikans

ebagaiketerlambatanwaktupenyampaianlaporankeuangandaritanggallaporankeu

angansampaitanggalmelaporkan,

danketepatanwaktuditentukandenganketepatanwaktupenyampaianlaporankeuan

ganrelatifatastanggalpenyampaianlaporankeuangan yang diharapkan.

Informasikeuanganakantidakrelevanapabilapenyampaianinformasikeuan

gantelahcepatberlalu.

Laporankeuangansebagaisebuahinformasiakanbermanfaatapabilainformasi yang

dikandungnyadisediakantepatwaktubagipembuatkeputusan. Informasi yang

relevanbiladihubungkandenganpemakaiataupenggunadiartikanmenjadi 3 aspek

(Suwardjono, 2005:165) yaitu : (a) goal relevance

merupakankemampuaninformasidalammembantuparapemakaiuntukmencapaituj

uannya; (b) semantic relevance

yaitukemampuaninformasiuntukdipahamimaknanyaolehpemakaisesuaidenganm

akna yang ingindisampaikan; dan (c) decision relevance

yaitukemampuaninformasiuntukmemfasilitasi proses

pengambilankeputusanolehparapemakai. Informasikeuangan yang
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dilaporkandengancepatmakaakanmembantuseseorangapabiladiposisikansebagai

pembuatkeputusan.

Proses penetapanalokasidanauntuksetiap SKPD

untukperiodetahunberjalan,

telahdibahasalokasipagudananyapadatahunsebelumperiodetahunberjalan.

Kemudianolehmasing-masing SKPD

membuatrencanakerjauntukdisesuaikandenganalokasidana yang ditetapkan.

Proses untukmemperoleh DPA sekitar 4-5 bulantahunsebelumnya. Dana

dankegiatan yang telahditetapkandalam DPA semestinya per tanggal 1

Januaritelahbisadipergunakanolehmasing-masing SKPD,

tetapitidaksemuabisaberjalandengansemestinya,

olehkarenasebelumpencairandanamakaharusdiadakanrekonlaporankeuangantah

unsebelumnya.

Setelahpelaporankeuangandanhasilrekonsudahselesaimakamasing –

masingbendaharadapatmengajukanpermintaandanauangpersediaan (UP)

untukkegiatan program di SKPD masing – masing. Setelahdana UP

didapatmakabendaharapengeluaranwajibmembuatpertanggungjawabanberupala

porankeuanganpenggunaandanaberupa SPJ Fungsional, LPJ, BKU, BukuPajak,

Register penutupanKas, RC Bank. Laporanpertanggungjawaban yang

sudahditerimaoleh Biro
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Keuanganmakabendaharapengeluarandapatmengajukanpermintaandanauntukme

ngisikembalikasbendaharasesuaipertanggungjawaban yang disampaikan.

BendaharaDinasKesehatanProvinsi NTT

wajibmenyampaikanlaporankeuangan per tanggal 31

Desemberperiodetahunberjalan.Sehinggaitumerupakanwaktu yang

diberikanuntukdapatmengisikembalikaspadabendahara.Jikabendaharapengeluar

antepatwaktumakaadawaktu yang

cukupuntukdapatmerealisasikandanatersebutsehinggamakinbanyakbanyak

program yang dapatdirealisasikankegiatannya. Jikaterlambatmakawaktu yang

tersisajugasemakinsedikituntukmerealisasikansemuakegiatandalam program.

Berikutdisajikan data

keterlambatanpelaporanKeuanganDinasKesehatanProvinsi NTT.

Tabel 1.1
Data KeterlambatanPelaporanKeuangan

DinasKesehatanProvinsi NTT
NO TAHUN

ANGGA
RAN

PER
TANGGAL

BATAS
TOLERANSI

PELAPORAN TERLAMB
AT

1. 2015 31/12/2015 28/02/2016 11/04/2016 42 HARI

2. 2016 31/12/2016 28/02/2017 05/04/2017 35 HARI

Sumber: BagianKeuanganDinkesProv.NTT 2017
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Berdasarkan data di

atasmasihadanyaketerlambatandalampelaporankeuangan di

DinasKesehatanProvinsi NTT padatahunanggaran 2015 dan

2016.LaporanKeuangan yang terlambatyaituNeraca,

LaporanRealisasiAnggaran, LaporanOperasional, LaporanPerubahanEkuitas,

danCatatanAtasLaporanKeuangan. Hambatan yang

seringterjadiolehkarenaketidaktaatanpengelola program

ketikamengajukanpanjar, tidakmemperhitungkanwaktu yang

adadalampelaksanaankegiatantersebut.Seringkalipelaksanaankegiatandarimasin

g – masing program

padaakhirbulansehinggapertanggungjawabanakanberdampakterhadappenyerapa

nanggaran (PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006).

Olehsebabituinstansiharusmematuhiperaturandanmelaporkanlaporankeuangann

yasecaratepatwaktusesuaiprosedur yang ada.

Berdasarkanmasalahdi atasmakapenulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul:

“AnalisisKeterlambatanPelaporanKeuanganDinasKesehatanProvinsi NTT”.

1.2. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdiurakain di

atasmakapenulismerumusanpermasalahandalampenelitianiniyaitu“ Faktor –
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FaktorApasaja yang MempengaruhiketerlambatanPelaporanKeuangan di

DinasKesehatanProvinsi NTT” ?

1.3. TujuanPenelitian

Berdasarkanuraianlatarbelakang diatas,

makatujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuifaktor - faktorapasaja yang

mempengaruhiketerlambatanpelaporankeuanganDinasKesehatanProvinsi NTT.

1.4. ManfaatPenelitian

Manfaat yang dicapaidalampenelitianiniadalah :

1.BagiInstansi

a. Hasilpenelitiandiharapkandapatmemberikaninformasimengenaifaktor  yang

mempengaruhiketerlambatanpelaporankeuangan, serta

b. Menjadibahanacuanuntukmengantisipasiketerlambatanpelaporankeuangan

di DinasKesehatanProvinsi NTT.

2. BagiPenulis

Sebagaisalahsatusyaratgunamenyelesaikanstudijenjang S1

padaUniversitasKatolikWidyaMandiraKupang.


